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Abstract

The problem related to the Family Hope Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupat District,
Bengkalis Regency is that there are still school-aged children who have dropped out of school, especially at the
elementary and middle school levels. and there are still many parents/pregnant women and young children (AUD)
who do not have their health checked. The aim of the research is to review the implementation of the Family Hope
Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupat District, Bengkalis Regency and find out the obstacles to the
Family Hope Program (PKH) in Tanjung Kapal Village, Rupat District, Bengkalis Regency. This research uses a
qualitative descriptive research type. The informants for this research consisted of the Tanjung Kapal Village Head,
the Village Head Secretary, PKH Facilitators, and Community Recipients of the Family Hope Program (PKH).
Data collection techniques in research are observation, data presentation and drawing conclusions. Based on the
research results, it is known that effectiveness can be seen from socialization through deliberation. Efficiency can
be seen from the mechanism for distributing funds for the Family Hope Program (PKH) which is divided into
three months with the nominal amount adjusted to the recipient category.
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Abstrak

Permasalahan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu masih ada anak usia sekolah yang mengalami putus
sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP. dan Masih banyak orang tua/ibu hamil dan anak usia
dini (AUD) yang tidak memeriksakan kesehatannya. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi
pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis dan mengetahui hambatan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten bengkalis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini terdiri dari Lurah Tanjung Kapal, Sekretaris Lurah, Pihak
Pendamping PKH, dan Masyarakat Penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Teknik
pengumpulan data dalam penelitian adalah Observasi, Penyajian Data, dan Penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Evaluasi Program, Program Keluarga Harapan, Dan Kelurahan

Rahmi Hakim dan Ema Fitri Lubis
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024 1178


http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 2 Desember 2024

Pendahuluan

Administrasi merupakan suatu istilah yang sangat umum dan mencakup semua bidang
kehidupan manusia. Manusia merupakan makhluk social, sehingga membutuhkan orang lain
karena tidak mampu menjalankan seluruh aktivitas pemenuhan kebutuhan dan pencapaian
seorang diri. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia
atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya. Didalam mencapai tujuan tersebut maka dibentuklah suatu
organisasi, organisasi adalah sesuatu yang didirikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan
tertentu, oleh karena itu organisasi tersebut harus mengelola rangkaian kegiatan yang
diarahkan guna mencapai tujuan organisasi, pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut yang
dilakukan oleh manusia sebagai actor atau sebagai peserta organisasi.

Kemiskinan menjadi masalah serius yang dialami di Negara-negara kawasan Asia
seperti di Indonesia baik itu didaerah perkotaan maupun di Pedesaan yang terpencil.
Kemiskinan merupakan salah satu isu yang menjadi penghambat dalam pembangunan,
karena masalah kemiskinan sudah menjadi masalah yang kompleks sehingga suatu
Negara tidak mampu untuk mengatasi kemiskinan secara sendirian. Secara umum,
kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi saat seseorang atau sekelompok orang tak
mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan
kehidupan yang lebih layak dengan standar kehidupan yang berlaku disekitarnya atau
ketidakmampuan dari pekerjaan yang dimiliki untuk menghasilkan uang yang cukup
dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang. Untuk meminimalisasikan permasalahan
kemiskinan, kelompok kebijakan penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan
perlindungan sosial meningkatkan efektivitas dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui
pelaksanaan program bersifat langsung dan klasifikasi program ini meliputi program
Jaminan Kesehatan Masyarakat JAMKESMAS), Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN),
Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan utama
dalam kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditujukan untuk
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tahun 2022 diantaranya

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan

3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok
tanpa diplester.

4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air
hujan.

7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
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8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.

10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari

11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik

12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2,
buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan
lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.

13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat
SD.

14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,-
seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang
modal lainnya.

Program Keluarga Harapan (PKH) dijalankan sebagai pelaksanaan dari dasar
hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Implementasi
kedua Undang undang tersebut dilaksanakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial kemudian Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin
Melalui Pendekatan Wilayah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015
Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Menteri
Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program
Penanganan Fakir Miskin serta Peraturan Menteri Sosial No.10 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah
Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia
internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil
dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama
masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga
miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan
kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar
mereka.Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan
lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat
konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Dasar hukum tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Peraturan Menteri
Sosial No. 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, dimana peraturan ini

Rahmi Hakim dan Ema Fitri Lubis
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1180


http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP

Journal of Public Administration Review
https://journal.uir.ac.id/index.php/jpar Vol. 1 No. 2 Desember 2024

ditetapkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan melalui
peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan
sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut senada dengan upaya
percepatan pencapaian target Millenium Development Goals (MDG’s). Lima komponen
tujuan MDG’s yaitu pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar,
kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi, pengurangan angka kematian ibu
melahirkan. Dimana secara khusus tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) berfokus
pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia
pada bidang kesehatan dan pendidikan. Program ini meningkatkan kondisi sosial
ekonomi Rumah Tangga Miskin, meningkatkan taraf pendidikan anak-anak Rumah
Tangga Miskin, meningkatkan status kesehatan gizi ibu hamil, meningkatkan akses
kualitas pelayanan pendidikan kesehatan Rumah Tangga Miskin.

Program-program yang dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan selama
ini belum mampu memberikan dampak besar sehingga sampai saat ini tujuan dari
pembangunan nasional terkait dengan masalah pemerataan danpeningkatan kesejahteraan
masyarakat masih menjadi masalah yang berkepanjangan. Oleh karena itu dalam rangka
penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, Pemerintah meluncurkan program
khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Dirjen Bantuan
dan Jaminan Sosial (Depsos, 2010) PKH dirancang untuk membantu penduduk miskin
kluster terbawah berupa bantuan bersyarat. Syarat yang diterapkan dalam program ini
merupakan bentuk intervensi untuk membidik masalah kesejahteraan dan kesenjangan
gender dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan apabila dalam desain
program PKH, bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa
(nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa disebut Pengurus Keluarga. Pemberian
dana kepada pengurus keluarga diyakini akan dapat mendorong efektifitas PKH dalam
meningkatkan kualitas pendidikandan kesehatan penerima bantuan.

Secara umum, program ini memberikan bantuan uang secara tunai kepada Rumah
Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan catatan RTSM tersebut harus melakukan
persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan yang dimaksud yakni berhubungan dengan
upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu kesehatan dan pendidikan
Dengan harapan seperti yang dijelaskan dalam tujuan Program Keluarga Harapan,
pelaksanaan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.

Pasalnya, pelaksanaan Program Keluarga Harapan masih mengalami beberapa
permasalahan yang muncul. Keluarga penerima bantuan sosial PKH merupakan keluarga
miskin sesuai dengan kriteria PKH yang termasuk kedalam komponen kesehatan,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Dimana komponen kesehatan meliputi ibu hamil
dan balita, sedangkan komponen pendidikan meliputi anak sekolah yang belum
menyelesaikan wajib belajar 12 tahun, dan komponen kesejahteraan sosial meliputi lansia
dan penyandang disabilitas. Keluarga penerima bantuan sosial PKH ini juga memiliki
Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sebagai bukti kartu peserta PKH.Adanya Program
Keluarga Harapan (PKH) bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan serta
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memperbaiki pemikiran masyarakat agar lebih mandiri. Akan tetapi, bantuan itu masih
ada disalah artikan dan disalah gunakan oleh masyarakat (orang tua anak tersebut)
sehingga bantuan tersebut bukan hanya digunakan untuk kebutuhan anak merekasaja,
melainkan kebutuhan keluarga itu sendiri sehingga bantuan tersebut tidak bisa dirasakan
anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi. Fenomena yang sering
terjadi dimasyarakat saat ini dengan menerima bantuan tersebut bukan lah membuat
mereka memberikan pendidikan yang layak untuk anak mereka melainkan mereka
mengambil bantuan tersebut untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka seperti
memenuhi kebutuhan hidup pada sandang dan pangan merekahal ini dapat
mempengaruhi pola pikir hidup masyarakat sehingga akan tetap terus menerus
bergantung dari bantuan sosial PKH ini dan akan terus menggunakan bantuan tersebut
bukan sesuai kepentingan program.

Tabel 1 Data Masyarakat Miskin Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

No Alamat/Dusun RT Jumlah Masyarakat Miskin
1 Tanjung kapal 01 21
2 Tanjung kapal 02 26
3 Tanjung kapal 03 69
4 Tanjung kapal 04 33
5 Parit joko 05 20
6 Parit joko 06 68
7 Parit dua 07 50
8 Parit dua 08 47
9 Parit satu 09 32
10 Parit satu 10 43
11 Srirupat 11 56
12 Rampang jaya 12 59
13 Rampang jaya 13 53
14 Rampang 14 83
15 Rampang 15 49
16 Gunap 16 38
Jumlah Total 747

Sumber: Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Kapal 2022
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Dari tabel diatas terlihat bahwa angka kemsikinan di Kelurahan Tanjung Kapal cukup
tinggi dengan total 747 Kepala Keluarga (KK), terutama pada Dusun Tanjung Kapal dengan
jumlah 149 Kepala Keluarga (KK) dari empat RT. maka dari itu program PKH merupakan
salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan yang dimulai pada tahun 2017
penerimaan bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten bengkalis.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yakni Sasaran PKH merupakan
Keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau
kesejahteraan sosial

Tabel 2 Jumlah Penerima (PKH) Kelurahan Tanjung Kapal Kecamataan Rupat
Kabupaten Bengkalis Tahun 2022

No Alamat Jumlah Penerima PKH
1 Tanjung Kapal 56
2 Parit Joko 28
3 Parit Dua 19
4 Parit Satu 27
5 Srirupat 33
6 Rampang Jaya 21
7 Rampang 37
8 Gunap 31
Jumlah 252

Sumber : Kantor Lurah Kelurahan Tanjung Kapal 2022

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada Alamat Tanjung Kapal memiliki jumlah
KPM PKH yang paling banyak diantara alamat lainnya yaitu berjumlah 56 orang, Pada
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis khususnya di Kelurahan Tanjung Kapal yang
mana pada tahun 2022 tercatat penerima dana bantuan PKH sebanyak 252 orang yang
tersebar dari 16 RT dan 8 RW di Kelurahan Tanjung Kapal.

Sasaran atau Keluarga Penerima dana bantuan Non Tunai Program Keluarga
Harapan merupakan keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu
program penanganan fakir miskin. Namun disamping itu, sasaran atau keluarga
penerima bantuan Non Tunai PKH yang bertempat tinggal diwilayah tertentu disebut
dengan PKH akses yang merupakan keluarga miskin dan rentan yang memiliki
komponen kesehatan, Pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berada di wilayah yang
sulit di jangkau baik secara geografis, ketersediaan infrastruktur, maupun daya manusia
dengan pengkodisian secara khusus.
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Program PKH di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat dalam
pelaksanaannya tidak berjalan dengan semestinya. Untuk pelaksanaan hak dan kewajiban,
belum berjalan dengan lancar sesuai SOP, dimana setiap komponen semuanya menerima
fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Akan tetapi masih terjadi
beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaannya. Padahal tujuan PKH adalah
untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Untuk itu diperlukan kontribusi
pendamping PKH dalam mendampingi KPM untuk melakukan transformasi perubahan
kesejahteraan hidup. Dari penjelasan diatas peneliti hanya memfokuskan 2 kriteria saja, yaitu
kriteria komponen pendidikan dan kriteria komponen kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan penulis menemukan beberapa fenomena yang
ditemui saat dilapangan sebagai, data di Kelurahan Tanjung Kapal kecamatan Rupat
Kabupaten Bengakalis peneliti menemukan pada komponen pendidikan bahwa masih ada
anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah, khususnya pada jenjang SD dan SMP.
yang terdiri dari pendidikan dasar (SD) 17 orang, dan sekolah menengah pertama (SMP) 26
orang. Sebagian dari anak tersebut memutuskan untuk bekerja membantu perekonomian
orang tua nya, Dibidang kesehatan penerima PKH tidak mengikuti program kegiatan yang
di wajibkan seperti posyandu. Masih banyak orang tua/ibu hamil dan anak usia dini (AUD)
yang tidak memeriksakan kesehatannya,ini dilihat dari jumlah KPM bidang kesehatan
berjumlah 34 yang rutin memeriksakan kesehatannya hanya 16 orang (sumber posyandu
kelurahan tanjung kapal).

Tinjauan Pustaka
Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 3) administrasi sebagai keseluruhan proses
bekerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu
mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi sebagai proses, yakni
dikatakan sesuatu yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak diketahui.
Dengan demikian administrasi adalah suatu proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan
tertentu yang dimulai sejak adanya dua orang yang bersepakat untuk bekerja sama
untuk mencapai suatu tujuan tertentu pula. Bila proses itu akan berakhir tidak diketahui
karena bila kedua orang itu akan memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dan tidak
ada yang mengetahui.

Menurut Woodrow Wilson administrasi merupakan suatu bidang usaha (a field
of business) dan harus dipisahkan dari politik dalam Miftah Thoha, (2008 : 8). Menurut
Prajudi Atmosudirjo administrasi adalah suatu fenomena social, yaitu perwujudan
tertentu didalam masyarakat modern. Eksistensi administrasi ini berkaitan dengan
organisasi. Jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat
ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, di situ terdapat
administrasi dalam Inu Kencana Syafiie (2015 :4).
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Konsep Organisasi

Menurut James D. Mooney organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia
untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut Chester I. Barnard memberikan
pengertian Organisasi yaitu suatu system aktivitas kerjasama yang dilakukan dua orang
atau lebih (Zulkifli dan Nurmasari, 2015 : 99)

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 6) organisasi adalah persekutuan antara dua
orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian
suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang
yang disebut atasan dan bawahan. Dari definisi-definisi yang telah di jelaskan oleh para
ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah pembagian kerja yang direncanakan untuk
diselesaikan oleh anggota organisasi, penetapan hubungan antarpekerjaan yang efektif
diantara mereka, dan pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang wajar sehingga
mereka bekerja secara efesien.

Konsep Manajemen

Menurut Sondang P. Siagian (2003 : 5) manajemen dapat didefinisikan dari dua
sudut pandang , yakni sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka
penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki
jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasiil dalam rangka penacapain tujuan
melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan
alat pelaksana utama administrasi.

Sedangkan Henry Simamora berpendapat manjemen adalah  proses
pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan- tujuan
yang ditetapkan dalam Harbani Pasolong (2016 : 83). Menurut Haiman manajemen adalah
fungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-
usaha yang dilakukan individu untuk mencapai tujuan dalam Zulkifli dan Nurmasari
(2015 : 5).

Menurut Darwis, et.al. manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber
daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah
organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan demikian
diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia dalam Made Devi Wedayanti
(2018 : 3)

James A.F Stoner dan Charles Wankel manajemen adalah proses perencanaan,
pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan
penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi
dalam Siswanto (2015 : 2).

Konsep Kebijakan Publik

Syafiie memaparkan bahwa kebijakan hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan,
karena kebijaksanaan merupakan penetapan aturan yang ditetapkan sesuai situasi dan
kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Untuk itu syafiie memaparkan bahwa
kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan
merupakan upaya memcahkan, mengurangu, dan mencegah suatu keburukan serta

Rahmi Hakim dan Ema Fitri Lubis
Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 /2024 1185



sebaliknya menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara
terbaik dan tindakan terarah (Arifin Tahir, 2015 : 20). Sedangkan menurut Anderson
kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang
pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah (Arifin Tahir, 2015: 21).

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Jika
cita-cita bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka kebijakan publik adalah seluruh sarana
prasarana untuk mencapai tempat tujuan tersebut (Rian Nugroho 2003 : 51)

Menurut William N. Dunn kebijakan publik adalah suatu rangkain pilihan- pilhan
yang saling berhubungan yang dibuat oleh Lembaga atau pejabat pemerintah pada
bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan, Pendidikan,
kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain (Harbani Pasolong, 2016
: 39).

Chaizi Nasucha mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemeritah
dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarkat yang
akan menjadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang
harmonis (Harbani Pasolong, 2016 : 39).

Konsep Evaluasi

Wiliam N. Dunn (2003:608) istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran
(appraisal) pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan
dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi
memberikan informasi yang vailid dan dapat dipercaya mengeni kerja kebijakan, yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesemptan telah dapat dicapai melalui tindakan
publik.

Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah kebijakan publik. Ia
merupakan unsur yang penting dalam siklus kebijakan, sama pentingnya formulasi, dan
implemetasi kebijakan. Oleh sebab itu kebijakan publik yang berkualitas hanya mungkin
dicapai jika siklus itu mendapat perhatian seimbang, dalam hal formulasi, implementasi dan
evaluasi kebijakan. Hal ini relevan dengan pendapat Dye (2002 : 45).

Menurut Dye dalam Parsons (2008:545) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan
sebagai pemeriksaan yang objektif, sistimatis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan
program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Menurut Lester dan Stewart dalam Chazali H. Situmorang (2016: 282), evaluasi bisa
dibagi menjadi dua tugas yang terpisah. Tugas utamanya ialah menetapkan dampakdari
kebijakan melalui mendeskripsikan efeknya (apakah program kebijakan publik sudah
mengalami keberhasilan berdasarkan tujuan yang diharapkan atu tidak). Tugas yang
lainnya ialah mengevaluasi keberhasilan atau gagalnya dalam sebuah kebijakan terhadap
kriteria atau kondisi yang diberikan. Berdasarkan berbagai definisi yang dipaparkan oleh
para ahli diatas, bisa diambil simpulan bahwasanyaevaluasi adalah sebuah aktifitasyang
bertujuan untuk mengetahui implementasi selanjutnya menilai perkembangan kebijakan,
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apakah kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan benar atau belum, danjuga menjadi
penentu apakah kebijakan tersebut dapat dilaksanakan atau tidak.

Konsep Evaluasi Program

Komitmen dan perubahan pola pikir peserta PKH Program didefinisikan sebagai unit
fungsional yang mewakili implementasi atau berlangsungnya pelaksanaankebijakan pada
proses yang berkelanjutan pada sebuahorganisasi yang melibatkan seseorang (Arikunto
dan Jabar, 2009: 4). Dalam program memiliki unsur-unsur terpentingdi dalamnya,
diantaranta:

a. Program ialah pelaksanaan dari sebuah kebijakan

b. Prosesnya memerlukan jangka waktu yang lama, serta bukan merupakan proses
satu kali tetapi beberapa proses yang berkelanjutan

c. Terjadi pada sebuah organisasi yang melibatkan seseorang.

Johanna dalam Rusydi Ananda (2017:5) mendefinisikan program ialah segala upaya
yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan harapannya akan menghasilkan suatu hasil
maupunakibat. Menurut penjelasan yang diberikan oleh beberapa ahli di atas, bias diartikan
bahwasanya program ialah suatu perencanaan yang meliputi sejumlahunit yang memuat
pedoman serta serangkaian aktifitas yang perlu diselesaikan berdasarkan waktu yang
ditetapkan. Dalam hal ini program adalah serangkaian kegiatan yang terencana.

Menurut Briekerhoff dalam Ananda (2017:6) pengertian evaluasi program ialah
sebuah proses dalam menetapkan berapa banyak tujuan program sudah dicapainya,
memberi informasi dalam mengambil keputusan, melaksanakan kinerja berdasarkan
standar dalam mengidentifikasi ketidakseimbangan, harga, serta memeriksa nilai secara
sistematik atau kualitas barang.Dari sejumlah pengertian di atas, bisa diambil sebuah
kesimpulan bahwa evaluasi program ialah sebuah aktifitas untuk mendapatkan informasi
mengenai berfungsinya program, berdasarkan alternatif mana yang ditentukan atau solusi
yang tepat untuk masalah dipilih dalam proses pengambilan keputusan.

Metode

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Observasi,
Wawancara, dan Dokumen. Adapun teknik penulisan data dalam penelitian ini dilakukan
dalam tiga tahap Reduksi data, Tahap penyajian data (display), Tahap penarikan kesimpulan
(verifikasi).

Hasil dan Pembahasan

Efektivitas berasal dari kata (effectiveness) yang berarti pencapaian keberhasilan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas juga disebut dengan hasil
guna, selain itu efektivitas juga selalu dikaitkan dengan hubungan antara hasil yang
diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas berkenaan dengan
apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan
yang diadakannyatindakan, dan efektivitas selalu diukur dari unit produk atau layanan
serta nilai moneternya. (William N Dunn, 2003:429)

Dari hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal dalam menilai kepuasan masyarakat cukup relatif karena
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masyarakat masih merasa kurang dari dana bantuan yang di terima masyarakat dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal selain itu dapat di katakan
kepuasan bagi masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup puas karena dapat
membantu perekonomian masyarakat baik untuk modal usaha maupun untuk membayar
hutang para masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat
di simpulkan bahwa pada indikator efektifitas dalam fakta lapangan diketahui bahwa
masyarakat masih merasa kurang dari dana bantuan yang di terima masyarakat dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal.

Efisiensi

Efisiensi (eficiency) lebih berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk
menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan hubungan antara
efektivitas dan usaha, yang biasanya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi ditentukan
melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai
efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi. (William N Dunn,
2003:430). Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik.
Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang
dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari
penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber
daya yang digunakan maka semakin tinggi pula efisiensi yang dicapai (Mardiasmo, 2009: 133).

Tabel 3 Nominal yang di Terima Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis

No Kategori Indeks/ Tahun (Rp) Indeks/Per 3 Bulan (Rp)

1 Ibu hamil 3.000.000 750.000
2 Anak usia dini 3.000.000 750.000
3 Anak sekolah SD 900.000 225.000
4 Anak sekolah SMP 1.500.000 375.000
5 Anak sekolah SMA 2.000.000 500.000
6 Lanjut usia 70+ 2.400.000 600.000

7 | Disabilitas berat 2.400.000 600.000

Sumber: Kementrian Sosial RI

Dari tabel diatas diketahui bahwa nominal yang di terima peserta Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
berbeda-beda untuk setiap kategori. Selain itu penerimaan bantuan di lakukan dalam pertiga
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bulan sehingga dalam setahun diterima dalam empat kali pencairan dana Program Keluarga

Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam mekanisme penyaluran
dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis dibagi dalam tiga bulan dengan jumlah nominalnya di sesuaikan
dengan kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di ketahui bahwa Program Keluarga
Harapan (PKH) nominal yang di terima peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis berbeda-beda untuk
setiap kategori. Selain itu penerimaan bantuan di lakukan dalam pertiga bulan sehingga
dalam setahun diterima dalam empat kali pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH)

di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di
simpulkan bahwa pada indikator efisiensi dalam fakta lapangan diketahui bahwa Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal dalam penyalurannya atau pencairan
dana itu pertiga bulan jadi dalam satu tahun ada empat kali penyaluran dana bantuan dari

Program Keluarga Harapan (PKH).

Kecukupan

Kecukupan (adequacy) yaitu seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan
kebutuhan nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan terjadinya masalah (Wiliam N
Dunn, 2003: 430). Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) kecukupan berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang
menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan
antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam kecukupan nominal bantuan
dana terhadap kebutuhan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sangat relatif tergantung dalam
penggunaan dan ketepatan guna oleh masyarakat terhadap dana bantuan yang di berikan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan di ketahui bahwa dalam Program
Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal jika dilihat dari sisi bantuan sudah
cukup digunakan dengan tepat misalnya digunakan sebagai modal usaha atau misalnya di
belikan pupuk untuk petani atau untuk bantuan pembayaran sekolah namun kenyataan di
lapangan masih banyak masyarakat yang menggunakan dana bantuan tidak dengan bijak.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat di
simpulkan bahwa pada indikator kecukupan dalam fakta lapangan diketahui bahwa
diketahui masih ada masyarakat yang menggunakan membeli baju atau beli barang yang
kurang prioritas dan sebaiknya dana bantuan di gunakan untuk modal berjualan sehingga
dapat berkembang.

Pemerataan
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Dalam mendefinisikan tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara
keseluruhan adalah untuk mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasaan agregat yang
dialami oleh sejumlah komunitas. Namun diketahui, individu dan kelompok mempunyai
nilai yang berbeda. Apa yang memuaskan seseorang atau suatu kelompok acapkali tidak
memuaskan lainnya. (William N Dunn, 2003:435). Pemerataan dalam mendefinisikan
tujuan secara eksplisit tujuan dari masyarakat secara keseluruhan adalah untuk
mengukur kesejahteraan sosial, yaitu kepuasaan agregat yang dialami oleh sejumlah
komunitas. Namun diketahui, individu dan kelompok mempunyai nilai yang berbeda.
Apa yang memuaskan seseorang atau suatu kelompok acapkali tidak memuaskan lainnya
(William N Dunn, 2003: 435).

Berdasarkan hasil dokumentasi diatas diketahui bahwa penerima Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
sudah cukup tepat jika dilihat dari kondisi rumah yang sederhana.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui bahwa bahwa kesesuaian dan
ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal
Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan
peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat
di simpulkan bahwa pada indikator pemerataan dalam fakta lapangan diketahui bahwa
kesesuaian dan ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu
ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

Responsivitas

Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) responsivitas (responsiveness) berkenaan
dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau nilai
kelompokkelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena
analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya seperti efektivitas, efisiensi,
kecukupan, kesamaan masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok
yang semestinya diuntungkan dari adanya kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa ada saran yang perlu dalam
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis yaitu dari sisi jumlah nominal yang diterima, dari sisi jumlah peserta
karena masih banyak masyarakat miskin tapi belum masuk ke pesertaan Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis selain
itu dari sisi jumlah sumber daya juga perlu di tambah karena dari jumlah pendamping yang
masih minim.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui dalam Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal diketahui bahwa adanya saran dari jumlah peserta
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal supaya dapat di tambah lagi
di tahun yang akan datang. Selain itu Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal diketahui bahwa ada juga saran untuk penambahan anggota pendaping
karena dengan jumlah pendamping yang ada membuat kewalahan dalam mendampingi
masyarakat.
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Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat
di simpulkan bahwa pada indikator responsivitas dalam fakta lapangan diketahui bahwa
adanya saran dari jumlah peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung
Kapal supaya dapat di tambah lagi di tahun yang akan datang.

Ketepatan

Menurut Wiliam N. Dunn (2003;608) Ketepatan (appropriateness) adalah kriteria
ketepatan secara dekat yang berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pernyataan
tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satu kriteria individu tetapi dua atau
lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan-
tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di ketahui bahwa peserta program
memiliki kondisi masyarakat yang miskin sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi
kebutuhan rumah tangganya. Namun, Program Keluarga Harapan (PKH) masih banyak dari
masyarakat yang dalam praktek penggunaan dana bantuan dengan tidak tepat misalkan
dengan gunakan sebagai modal usaha.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, wawancara dan hasil observasi maka dapat
di simpulkan bahwa pada indikator ketepatan dalam fakta lapangan diketahui bahwa peserta
program memiliki kondisi masyarakat yang miskin sehingga mengalami kesulitan dalam
memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Faktor Penghambat

1. Penggunaan Program Yang Tidak Bijak
Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal diketahui masih
ada masyarakat yang menggunakan membeli baju atau beli barang yang kurang prioritas
dan sebaiknya dana bantuan di gunakan untuk modal berjualan sehingga dapat
berkembang.

2. Terbatasnya jumlah peserta
Kesesuaian dan ketetapan dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis sudah cukup tepat namun perlu
ada penambahan peserta karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

3. Banyak masyarakat yang belum paham tentang program
Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis masih banyak masyarakat yang belum paham tekait dengan
penggunaan dana bantuan dengan tepat. Hal ini dapat dikatakan karena masih minimnya
sosialisasi terkait penggunaan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dengan tepat guna.

Kesimpulan

Secara keseluruhan pada hasil sebaran kuesioner terkait dengan Program Keluarga
Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis
diketahui kesimpulan bahwa sudah berjalan cukup baik yang dilihat dari :

1. Efektifitas terlihat dari sosilisasikan atau di perkenalkan dengan cara melakukan

musyawarah dengan masyawarah serta ada pembagian brosur dan para pendamping
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mendatangi para peserta untuk menjelaskan terkait dengan Program Keluarga
Harapan (PKH)

2. [Efisiensi dapat dilihat dari mekanisme penyaluran dana Program Keluarga Harapan
(PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis dibagi
dalam tiga bulan dengan jumlah nominalnya di sesuaikan dengan kategori penerima

3. Kecukupan dapat dilihat dari dapat membantu masyarakat dalam memenuhi
kebutuhannya yang dapat di gunakan sebagai modal usaha sehingga dengan hasil
usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

4. Pemerataan dapat dikatakan sudah cukup tepat namun perlu ada penambahan peserta
karena banyak masyarakat yang belum terdaftar.

5. Respontivitas dilihat dari masih banyak masyarakat yang belum paham tekait dengan
penggunaan dana bantuan dengan tepat.

6. Ketepatan dilihat dari sudah cukup sesuainya Program Keluarga Harapan (PKH) di
Kelurahan Tanjung Kapal di lapangan sebagaimana guna untuk membantu
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonominya namun dari sisi pelaksanaan di
lapangan masih ada yang belum sesuai dari segi penggunaan dana

Sedangkan dari sisi hambatan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan
Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis yaitu:

1. Penggunaan program yang tidak bijak

2. Terbatasnyajumlah peserta

3. Banyak masyarakat yang belum paham tentang program
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